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KATA PENGANTAR

Perubahan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Buleleng,dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan
arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Perubahan Rencana
Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dimaksudkan menjadi pegangan perencanaan
dalam rangka menyusun Program dan Kegiatan Urusan Pembangunan Infrastruktur dan
Pelayanan Publik tahun 2022 tersebut dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buleleng sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Buleleng. Untuk dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja yang baik
diperlukan data dan informasi yang lengkap. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Buleleng Tahun 2022 juga memuat tentang indikator-indikator kinerja kegiatan
berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak
langsung dapat mengindentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga dengan dokumen rencana kinerja
juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategis yang telah
ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem
penganggarannya. Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Buleleng tahun 2022 dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk program
dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Buleleng tahun 2022. Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak

dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terimakasih.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencan pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional
tersebut untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar
ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Disamping itu
juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan dengan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disusun
berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah perubahan dokumen
perencanaan SKPD dari perencanaan sebelumnya untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat
kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan Perubahan Renja (Renja) Perangkat Daerah yang dilakukan melalui dua tahapan
yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan yang mencakup tahap perumusan
rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan tahap penyajian Perubahan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Buleleng (PUTR) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 memiliki keterkaitan dengan
dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, sub
kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) PUTR

Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 mengacu kepada rencana program prioritas pada



rancangan awal RKPD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022. Penyusunan tujuan,

sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program

prioritas rancangan awal RKPD Kabupaten Buleleng yang disusun ke dalam rancangan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) PUTR Kabupaten Buleleng selaras dengan Rencana

Strategis (Renstra) PUTR Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang Kabupaten Buleleng adalah :

1.

10.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor VII/MPR/2001
tentang Visi Indonesia Masa Depan,;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah,;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8§ Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolan Keuangan Daerh,;



1.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor
: 0008/M.PPN/01/2007/SJ/, tanggal 12 Januari 2007 Perihal Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2007.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ/2005 tentang
Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.3 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-
2025 tentang

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033;

1.3. Maksud dan Tujuan
Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022 dimaksudkan untuk

menentukan arah dan tujuan Pelaksanaan Pembangunan sector Pembangunan Infrastruktur dan

Pelayanan Publik tahun berjalan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kabupaten Buleleng disusun berdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan

pembangunan saat ini. Analisa kondisi obyektif diharapkan dapat memberikan gambaran

permasalahan yang masih dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Buleleng. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman

besarnya tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Buleleng saat ini serta estiminasi kondisi yang akan datang, Sedangkan tujuan penyusunan

Renja Perubahan tahun 2022 adalah :

1.

Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan
efektifitas kinerja penyusunan rencana program /kegiatan.

Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam program dan kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng.

Memudahkan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Buleleng



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang : mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD,
pproses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan
dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L, dan Renja SKPD
Provinsi, serta tindak lanjutnya dngan proses penyyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum : memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang
mengatur tentang kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

C. Maksud dan Tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja SKPD.

D. Sistematika Penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BABII EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I1II TAHUN
BERKENAAN

A. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan : memuat tentang realisasi
target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi
target, memenuhi target dan melebihi target.

B. Analisis Target Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :
memuat tentang faktor — faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya
atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, implikasi
yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah,
dan kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor — faktor penyebab tersebut.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD : memuat tentang
isu — isu strategis yang mempengaruhi kinerja SKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat tentang perbandingan target dan keuangan rencana kerja induk

dengan perubahan yang disajikan dalam bentuk tabel.



BAB IV PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran
tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak

lanjut.



2.1

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II
TA. 2022

Evaluasi Rencana Kerja

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian
halnya dengan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Buleleng Tahun 2022. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu dan
pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana
kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi
realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan
dan permasalahan yang dihadapi. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Buleleng pada Tahun 2022 tetap mengacu pada pencapaian
indikator program yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 maupun dalam RPJMD Kabupaten Buleleng
Tahun 2017 - 2022. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng pada
tahun anggaran 2022 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 68.579.612.500,00
dengan alokasi belanja pegawai sebesar Rp. 12.648.352.000,00 belanja barang dan jasa
sebesar Rp. 22.262.095.882,00, dan belanja modal sebesar Rp. 33.669.164.618,00 untuk
melaksanakan 10 program yang dijabarkan dalam 18 kegiatan dan 51 Sub kegiatan.
Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Buleleng Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program &
kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program &
kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah
dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Berikut pada tabel 2.1 akan
diuraikan pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan

triwulan II.



Tabel 2.1
Pencapaian Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sampai dengan Triwulan II

Target Target Kinerja Capaian Program Realisasi Capaian Target Keterangan
q q q . Kinerja / Kegiatan Renja 2022 sd triwulan IT
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) / Keluaran Capaian
dan Program / Kegiatan kegiatan (Output) Propgram Keuangan (Rp) Target Keuangan (Rp) Target
(Renstra)
2 3 4 5 6 7 8 9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase pemenuhan penunjang kinerja perangkat daerah 100% 14.944.485.097,00 | 100% 6.838.107.603 | 56,17
Kabupaten / Kota
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan 100% 225.100.236,00 | 100% 112.942.179 | 60,35
Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah 6 Dokumen 123.858.356,00 | 6 Dokumen 61.802.035,00 | 1,82
Daerah Dokumen RKA, RDPA, DPA dan DPPA Perangkat Daerah
Laporan LKPJ, LPPD, LKjIP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 6 Dokumen 101.241.880,00 | 6 Dokumen 51.140.144,00 | 1,80
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD yang dilaporkan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat 100% 12.861.672.487,00 | 100% 6.117.392.049 | 59,39
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan 140 Orang 12.648.352.000,00 | 140 Orang 6.009.579.544,00 | 34,92
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 122.759.637,00 | 6 Dokumen 58.237.035,00 | 1,96
Pelaksanaan Penatausahaan dan | Jumlah Dokumen administrasi keuangan daerah 12 Bulan 90.560.850,00 | 12 Bulan 49.575.470,00 | 3,77
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada | 100% 66.102.237,00 | 100% 36.319.276 | 65,45
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah 5 Jenis 66.102.237,00 | 5 Jenis 36.319.276,00 | 1,64
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 407.588.963,00 | 100% 52.989.447 | 69,88
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | 1 Tahun 9.084.600,00 | 1 Tahun 308.580,00 | 1
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor yang menunjang kegiatan | 12 Bulan 309.587.373,00 | 12 Bulan 42.928.767,00 | 4,99
perangkat daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | 5 Jenis 7.200.000,00 | 5 Jenis 783.500,00 | 1,25
undangan undangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan 4 Jenis 4.477.600,00 | 4 Jenis 1.032.300,00 | 1,34
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman 6 Jenis 9.946.800,00 | 6 Jenis 1.726.300,00 | 3




Target Target Kinerja Capaian Program Realisasi Capaian Target Keterangan
. . . . Kinerja / Kegiatan Renja 2022 sd triwulan IT
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) / Keluaran Capaian
dan Program / Kegiatan kegiatan (Output) Propgram Keuangan (Rp) Target Keuangan (Rp) Target
(Renstra)
2 3 4 5 6 7 8 9

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Tahun 67.292.590,00 | 1 Tahun 6.210.000,00 | 0,10
SKPD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | 100% 830.052.696,00 | 100% 345.388.827 | 59,26
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang Dikirim 4.000 lembar 66.918.510,00 | 4.000 lembar 29.333.705,00 | 1.3334

0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan | Jumlah Jenis Rekening Telepon, Air dan Listrik yang | 1 Tahun 256.000.000,00 | 1 Tahun 84.456.182,00 | 0,25
Listrik Terbayar
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah sarana mobilitas darat yang disewa 2 Unit 240.939.953,00 | 2 Unit 91.032.860,00 | 0,53
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor Jumlah sarana dan | 1 Tahun 266.194.233,00 | 1 Tahun 140.566.080,00 | 0,33

prasarana kebersihan kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% 553.968.478 | 100% 173.075.825 | 34,67
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, | 1 Tahun 137.970.000,00 | 1 Tahun 21.247.900,00 | 0,10
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
atau Lapangan Lapangan yang dibayar
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau | 1 Tahun 42.158.000,00 | 1 Tahun 6.501.825,00 | 0,17
Gedung Kantor atau Bangunan Lainny Bangunan yang Terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan | Jumlah Alat Besar yang dipelihara 5 Unit 373.840.478,00 | S Unit 145.326.100,00 | 1,28
dan Perizinan Alat Besar
Program Penyelenggaraan Jalan Persentase Infrastruktur Perhubungan Darat yang Mantap | 79,5% 38.447.821.773,00 | 79,5% 2.229.490.531,00 | 12,17
Kegiatan Penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap 79,5% 38.447.821.773 | 79,5% 2.229.490.531 | 12,17
Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah Dokumen Data Kondisi Jalan dan Jembatan 2 Paket 255.000.000,00 | 2 Paket 43.484.755,00 | 0,2
Rekonstruksi Jalan Jumlah Ruas Jalan yang Terekonstruksi 2 Ruas 12.200.000.000,00 | 2 Ruas 81.244.343,00 | 0
Rehabilitasi Jalan Jumlah Ruas Jalan yang terehabilitasi 3 ruas 20.542.500.500,00 | 3 ruas 306.149.650,00 | 0,02
Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan Kabupaten yang Terpelihara 10 Km 2.920.321.273,00 | 10 Km 1.821.739.938,00 | 1,93
Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan Kabupaten yang Terehabilitasi 1 Buah 2.530.000.000,00 | 1 Buah 00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) Persentase Infrastruktur Pengairan yang Mantap 78,24% 1.111.075.000,00 | 78,24% 518.156.930,00 | 54,17




Target Target Kinerja Capaian Program Realisasi Capaian Target Keterangan
. . . . Kinerja / Kegiatan Renja 2022 sd triwulan IT
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) / Keluaran Capaian
dan Program / Kegiatan kegiatan (Output) Program Keuangan (Rp) Target Keuangan (Rp) Target
(Renstra)
2 3 4 5 6 7 8 9

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai | Persentase Dokumen Pengelolaan SDA WS Kewenangan | 100% 31.570.263,00 | 100% 14.929.860,00 | 54,26
pada Wilayah Sungai (WS) dalam Satu Daerah | Kabupaten yang efektif
Kabupaten/Kota
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS | jumlah paket pengelolaan SDA WS Kewenangan | 2 paket 31.570.263,00 | 2 paket 14.929.860,00 | 0,54
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten
Pengembanagn dan Pengelolaan Sistem Irigasi | Panjang Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten | 78,24% 1.079.504.737 | 78,24% 503.227.070 | 54,09
Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang | dalam kondisi baik
Luasnya ibawah 1000 Ha dalam satu Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan kualitasnya 2 DI 100.388.977,00 | 2 DI 54.548.380,00 | 0,54
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Jumlah jaringan irigasi yang terehabilitasi 5DI 284.111.069,00 | 5 DI 105.608.380,00 | 1,49
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Jumlah operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi | 12 DAS 303.960.000,00 | 12 DAS 127.227.100,00 | 2,83
Permukaan permukaan
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah operasi dan pemeliharaan bendung irigasi | 1 Kab 391.044.691,00 | 1 Kab 215.843.210,00 | 0,28

permukaan
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem | Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman | 92% 5.875.865.460,00 | 92% 541.815.940,00 | 22,95
Penyediaan Air Minum yang layak dan Berkelanjutan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan | Persentase Akses Air Minum Perdesaan 92% 5.875.865.460 | 92% 541.815.940 | 31,07
Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis SPAM 10 Dokumen 123.927.520,00 | 10 Dokumen 40.603.955,00 | 3,67
Teknis SPAM
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan | Jumlah SPAM Terbangun 10 SPAM 5.687.440.440,00 | 10 SPAM 496.452.752,00 | 0,68
Perdesaan
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap | Jumlah  Pembinaan  dan  Penataan  Manajemen | 15 PAM Desa 47.192.500,00 | 15 PAM Desa 2.519.792,00 | 0,67
Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan | Pengleloaan SPAM Perdesaan
Kelompok Masyarakat
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan | Jumlah Desa Terfasilitasi Pembangunan/Pengembang an | 27 Desa 17.305.000,00 | 27 Desa 2.239.441,00 | 3,82
SPAM SPAM dari Pemerintah Pusat
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan | Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman | 92% 2.479.863.940,00 | 92% 621.716.110,00 | 22,95
Persampahan Regional yang layak dan Berkelanjutan
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan | Persentase pembangunan Pengelolaan Persampahan di | 92% 2.479.863.940 | 92% 621.716.110 | 14,83
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Prasarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang | 5 Desa 2.452.368.940,00 | 5 Desa 619.859.360,00 | 0,68

dibangun di setiap desa
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan | Jumlah Dokuman Rencana, Kebijakan, Strategi, dan | 1 Dokumen 16.347.500,00 | 1 Dokumen Rp944.250,00 | 0,05

Teknis Sistem  Pengelolaan ~ Persampahan | Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan | TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota




Target Target Kinerja Capaian Program Realisasi Capaian Target Keterangan
q q q . Kinerja / Kegiatan Renja 2022 sd triwulan IT
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) / Keluaran Capaian
dan Program / Kegiatan kegiatan (Output) Program Keuangan (Rp) Target Keuangan (Rp) Target
(Renstra)
2 3 4 5 6 7 8 9

Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Prasarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang | 5 Desa 11.147.500,00 | 5 Desa 912.500,00 | 0,2
terpelihara di desa

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem | Persentase Pelayanan Air Limbah 94% 2.671.677.560,00 | 94% 676.720.357,00 | 73,39

Air Limbah

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan | 94% 2.671.677.560 | 94% 676.720.357 | 73,39

Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pengelolaan Air | 3 Dokumen 2.150.000,00 | 3 Dokumen 1.595.627,00 | 1,48

Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Limbah

dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan/Penyediaan Sub Sitem Pengolahan | Jumlah KK yang Memperoleh Pembangunan Penyediaan | 100 KK 2.451.077.000,00 | 100 KK 609.945.640,00 | 40,13

Setempa Sub Sistem Pengelolaan Setempat

Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala | 2 Wilayah 2.150.000,00 | 2 Wilayah 1.025.000,00 | 0,73

Limbah Terpusat Skala Permukiman Permukimanyang dibangun di suatu wilayah

Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah KK yang Memperoleh Pemeliharaan Prasarana | 150 KK 216.300.560,00 | 150 KK 64.154.090,00 | 30,91
Air Limbah Terpelihara

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem | Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi | 70% 1.704.140.040,00 | 70% 817.474.770,00 | 38,24

Drainase Baik

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase Sistem Drainase yang efektif 70% 1.704.140.040 | 70% 817.474.770 | 38,24

yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam

Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Drainase | 3 Dokumen 2.150.000,00 | 3 Dokumen Rp567.765,00 | 0,4

Teknis Sistem Drainase Perkotaan Perkotaan

Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Persentase Saluran Drainase Perkotaan dalam kondisi | 54,84% 2.150.000,00 | 54,84% 516.483,00 | 6,59
baik

Operasional Pemeliharaan Saluran Drainase Jumlah Kawasan Drainase Terpelihara 15 Kawasan 1.699.840.040,00 | 15 Kawasan 816.390.522,00 | 4,82

Program Penataan Bangunan Gedung Persentase Regulasi Tata Ruang dan Pengendalian dan | 100% 770.460.320,00 | 100% 235.391.835,00 | 55,84
pemberian informasi Tata Ruang yang dilaksanakan

Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di | Persentase Bangunan Gedung di Wilayah Daerah | 100% 770.460.320 | 100% 235.391.835 | 49,38

Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin | Kabupaten/Kota, yang memiliki Izin Mendirikan

Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik | Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan

Fungsi Bangunan Gedung Gedung

Penyelenggaraan  Penerbitan Ijin Mendirikan | Jumlah Rekomendasi Teknis Keandalan Bangunan | 10 171.578.320,00 | 10 66.219.775,00 | 2,27

Bangunan (IMB), Serttifikat Laik Fungsi (SLF), | Gedung Rekomendasi Rekomendasi

Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),

Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi

SIMBG

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan | Jumlah Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung | 2 Paket 522.171.000,00 | 2 Paket 125.968.735,00 | 0,36

Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah | Negara

Kabupaten/Kota




Target Target Kinerja Capaian Program Realisasi Capaian Target Keterangan
q q q . Kinerja / Kegiatan Renja 2022 sd triwulan IT
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) / Keluaran Capaian
dan Program / Kegiatan kegiatan (Output) Program Keuangan (Rp) Target Keuangan (Rp) Target
(Renstra)
2 3 4 5 6 7 8 9
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung | Jumlah Layanan Bantuan Teknis Penyelenggaraan | 12 Bulan 76.711.000,00 | 12 Bulan 43.203.325,00 | 3,99
Negara Daerah Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Negara
Program Pengembangan Jasa Konstruksi Persentase Regulasi Tata Ruang dan Pengendalian dan | 100% 120.100.894,00 | 100% 64.308.600,00 | 55,84
pemberian informasi Tata Ruang yang dilaksanakan
Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib | Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang tunduk terhadap | 100% 120.100.894 | 100% 64.308.600 | 64,02
Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa | peraturan yang berlaku
Konstruksi
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib | Jumlah Kecamatan yang mengikuti kegiatan pembangunan | 9 Kecamatan 120.100.894,00 | 9 Kecamatan 64.308.600,00 | 2,88
Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib
Konstruksi Pengelenggaraan, dan  Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Regulasi Tata Ruang dan Pengendalian dan | 100% 454.122.416,00 | 100% 176.459.970,00 | 55,84
pemberian informasi Tata Ruang yang dilaksanakan
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah | Persentase Regulasi Tata Ruang 100% 134.158.609 | 100% 67.339.870 | 66,87
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
Pelaksanaan  Persetujuan  Substansi, Evaluasi, | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, | 1 Dokumen 113.336.457,00 | 1 Dokumen 58.085.578,00 | O
Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW | Konsultasi ~ Evaluasi  dan  Penetapan =~ RTRW
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pelaksanaan  Persetujuan  Substansi, Evaluasi, | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, | 3 Dokumen 20.822.152,00 | 3 Dokumen 9.254.292,00 | 1,05
Konsultasi  Evaluasi dan Penetapan RRTR | Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan | Persentasi Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang | 100% 203.462.465 | 100% 52.247.680 | 41,93
tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota selaras
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan | 1 Dokumen 46.184.305,00 | 1 Dokumen 19.107.080,00 | 0,29
Kabupaten/Kota RTRW Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan | 3 Dokumen 157.278.160,00 | 3 Dokumen 33.140.600 | 0,38
Kabupaten/Kota RRTR Kabupaten/Kota
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian | Persentase Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah | 100% 116.501.342 | 100% 56.872.420 | 57,01
Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan | 2 Dokumen 116.501.342,00 | 2 Dokumen 56.872.420,00 | 0,57

Penataan Ruang pada setiap kecamatan

68.579.612.500,00

12.719.642.646,00




BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berikut adalah rumusan rencana kerja dan pendanaan Perubahan Program dan Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng Tahun 2022.



Tabel 3.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun anggaran 2022

Keteranga
q . . N Induk Perubahan n
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) / Keluaran
dan Program / Kegiatan kegiatan (Output) R Target R Target
2 3 4 5 6 7 8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan | Prosentase pemenuhan penunjang kinerja perangkat 14.944.485.097,00 | 100% 15,913,266,200 | 100%
Daerah Kabupaten / Kota daerah
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan 225.100.236,00 | 100% 337,145,560 | 100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah 123.858.356,00 | 6 Dokumen 174.414.710 | 6 Dokumen
Daerah Dokumen RKA, RDPA, DPA dan DPPA Perangkat Daerah
Laporan LKPJ, LPPD, LKjIP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 101.241.880,00 | 6 Dokumen 162.730.850 | 6 Dokumen
Kinerja dan lkhtisar Realisasi kinerja SKPD yang dilaporkan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat 12.861.672.487,00 | 100% 13,176,432,095 | 100%
Daerah Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan 12.648.352.000,00 | 140 Orang 12,882,612,855 | 140 Orang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian 122.759.637,00 | 6 Dokumen 156,449,490 | 6 Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan dan | Jumlah Dokumen administrasi keuangan daerah 90.560.850,00 | 12 Bulan 137,369,750 | 12 Bulan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 66.102.237,00 | 100% 98,403,470 | 100%
Pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah 66.102.237,00 | 5 Jenis 98,403,470 | 5 Jenis
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat 407.588.963,00 | 100% 618,286,856 | 100%
Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 9.084.600,00 | 1 Tahun 9,084,600 | 1 Tahun
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor
Enyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase administrasi perkantoran yang mendukung 00 88,105,136 | 0
kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor yang menunjang kegiatan 309.587.373,00 | 12 Bulan 332,194,005 | 12 Bulan
perangkat daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 7.200.000,00 | 5 Jenis 2,700,000 | 5 Jenis
undangan undangan




Keteranga

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) / Keluaran Induk Perubahan n
dan Program / Kegiatan kegiatan (Output) R Target R Target
2 3 4 5 6 7 8
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan 4.477.600,00 | 4 Jenis 2,458,315 | 4 Jenis
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman 9.946.800,00 | 6 Jenis 27,112,800 | 6 Jenis
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 67.292.590,00 | 1 Tahun 136,632,000 | 1 Tahun
SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | Jumlah pengadaan Barang milik daerah 0|0 32,219,000 | 0
Urusan Pemerintah Daerah
Engadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau | Persentase Barang Milik daerah yang mendukung 00 32,219,000 | 0
Kendaraan Dinas Jabatan kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 830.052.696,00 | 100% 922,433,890 | 100%
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang Dikirim 66.918.510,00 | 4.000 lembar 80,495,800 | 4.000 lembar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan | Jumlah Jenis Rekening Telepon, Air dan Listrik yang 256.000.000,00 | 1 Tahun 261,000,000 | 1 Tahun
Listrik Terbayar
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah sarana mobilitas darat yang disewa 240.939.953,00 | 2 Unit 257,546,580 | 2 Unit
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor Jumlah sarana dan 266.194.233,00 | 1 Tahun 323,391,510 | 1 Tahun
prasarana kebersihan kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 553.968.478 | 100% 728,345,329 | 100%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 137.970.000,00 | 1 Tahun 137,970,000 | 1 Tahun
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
atau Lapangan Lapangan yang dibayar
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 42.158.000,00 | 1 Tahun 130,025,569 | 1 Tahun
Gedung Kantor atau Bangunan Lainny Bangunan yang Terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan | Jumlah Alat Besar yang dipelihara 373.840.478,00 | 5 Unit 60,349,760 | S5 Unit
dan Perizinan Alat Besar
Program Penyelenggaraan Jalan Persentase Infrastruktur Perhubungan Darat yang 38.447.821.773,00 | 79,5% 37,556,544,752 | 79,5%
Mantap
Kegiatan Penyelenggaraan jalan | Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap 38.447.821.773 | 79,5% 37,556,544,752 | 79,5%
Kabupaten/Kota
Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah Dokumen Data Kondisi Jalan dan Jembatan 255.000.000,00 | 2 Paket 74,500,000 | 2 Paket
Rekonstruksi Jalan Jumlah Ruas Jalan yang Terekonstruksi 12.200.000.000,00 | 2 Ruas 14,060,000,000 | 2 Ruas
Rehabilitasi Jalan Jumlah Ruas Jalan yang terehabilitasi 20.542.500.500,00 | 3 ruas 19,339,100,000 | 3 ruas




Keteranga

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) / Keluaran Induk Perubahan n
dan Program / Kegiatan kegiatan (Output) R Target R Target
2 3 4 5 6 7 8

Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan Kabupaten yang Terpelihara 2.920.321.273,00 | 10 Km 3,882,944,752 | 10 Km

Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan Kabupaten yang Terehabilitasi 2.530.000.000,00 | 1 Buah 0|0

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) Persentase Infrastruktur Pengairan yang Mantap 1.111.075.000,00 | 78,24% 1,557,141,104 | 78,24%

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman | Persentase Dokumen Pengelolaan SDA WS Kewenangan 31.570.263,00 | 100% 163,060,980 | 100%

Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam Satu | Kabupaten yang efektif

Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA | jumlah paket pengelolaan SDA WS Kewenangan 31.570.263,00 | 2 paket 163,060,980 | 2 paket

WS Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten

Pengembanagn dan Pengelolaan Sistem Irigasi | Panjang Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten 1.079.504.737 | 78,24% 1,394,080,124 | 78,24%

Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang | dalam kondisi baik

Luasnya ibawah 1000 Ha dalam satu Daerah

Kabupaten/Kota

Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan kualitasnya 100.388.977,00 | 2 DI 134,286,969 | 2 DI

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Jumlah jaringan irigasi yang terehabilitasi 284.111.069,00 | 5DI 414,841,079 | 5DI

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Jumlah operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 303.960.000,00 | 12 DAS 314,170,000 | 12 DAS

Permukaan permukaan

Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah operasi dan pemeliharaan bendung irigasi 391.044.691,00 | 1 Kab 530,782,076 | 1 Kab
permukaan

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem | Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman 5.875.865.460,00 | 92% 5,974,695,788 | 92%

Penyediaan Air Minum yang layak dan Berkelanjutan

Pengelolaan dan  Pengembangan  Sistem | Persentase Akses Air Minum Perdesaan 5.875.865.460 | 92% 5,974,695,788 | 92%

Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah

Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis SPAM 123.927.520,00 | 10 Dokumen 145,857,910 | 10 Dokumen

Teknis SPAM

Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan | Jumlah SPAM Terbangun 5.687.440.440,00 | 10 SPAM ,770,631,503 | 10 SPAM

Perdesaan

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap | Jumlah  Pembinaan  dan  Penataan = Manajemen 47.192.500,00 | 15 PAM Desa 16,225,375 | 15 PAM Desa

Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan | Pengleloaan SPAM Perdesaan

Kelompok Masyarakat

Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan | Jumlah Desa Terfasilitasi Pembangunan/Pengembang an 17.305.000,00 | 27 Desa 41,981,000 | 27 Desa

SPAM SPAM dari Pemerintah Pusat

Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan | Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman 2.479.863.940,00 | 92% 2,525,596,015 | 92%

Persampahan Regional yang layak dan Berkelanjutan




Keteranga

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) / Keluaran Induk Perubahan n
dan Program / Kegiatan kegiatan (Output) R Target R Target
2 3 4 5 6 7 8

Pengembangan  Sistem dan  Pengelolaan | Persentase pembangunan Pengelolaan Persampahan di 2.479.863.940 | 92% 2,525,596,015 | 92%

Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Prasarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang 2.452.368.940,00 | 5 Desa 2,487,186,240 | 5 Desa
dibangun di setiap desa

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan | Jumlah Dokuman Rencana, Kebijakan, Strategi, dan 16.347.500,00 | 1 Dokumen 27,272,500 | 1 Dokumen

Teknis Sistem  Pengelolaan Persampahan | Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan

TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan | TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Prasarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang 11.147.500,00 | 5 Desa 11,137,275 | 5 Desa
terpelihara di desa

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem | Persentase Pelayanan Air Limbah 2.671.677.560,00 | 94% 2,722,372,745 | 94%

Air Limbah

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air | Persentase Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan 2.671.677.560 | 94% 2,722,372,745 | 94%

Limbah Domestik dalam Daerah | Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten

Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pengelolaan Air 2.150.000,00 | 3 Dokumen 2,150,000 | 3 Dokumen

Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Limbah

dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan/Penyediaan Sub Sitem Pengolahan | Jumlah KK yang Memperoleh Pembangunan Penyediaan 2.451.077.000,00 | 100 KK 2,474,678,140 | 100 KK

Setempa Sub Sistem Pengelolaan Setempat

Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala 2.150.000,00 | 2 Wilayah 31,148,875 | 2 Wilayah

Limbah Terpusat Skala Permukiman Permukimanyang dibangun di suatu wilayah

Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah KK yang Memperoleh Pemeliharaan Prasarana 216.300.560,00 | 150 KK 214,395,730 | 150 KK
Air Limbah Terpelihara

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem | Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi 1.704.140.040,00 | 70% 2,140,334,509 | 70%

Drainase Baik

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase Sistem Drainase yang efektif 1.704.140.040 | 70% 2,140,334,509 | 70%

yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam

Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan | Jumlah  Dokumen Perencanaan Teknis Drainase 2.150.000,00 | 3 Dokumen 6,936,375 | 3 Dokumen

Teknis Sistem Drainase Perkotaan Perkotaan

Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Persentase Saluran Drainase Perkotaan dalam kondisi 2.150.000,00 | 54,84% 105,615,190 | 54,84%
baik

Operasional Pemeliharaan Saluran Drainase Jumlah Kawasan Drainase Terpelihara 1.699.840.040,00 | 15 Kawasan 2,027,782,944 | 15 Kawasan

Program Penataan Bangunan Gedung Persentase Regulasi Tata Ruang dan Pengendalian dan 770.460.320,00 | 100% 9,403,525,320 | 100%
pemberian informasi Tata Ruang yang dilaksanakan

Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di | Persentase Bangunan Gedung di Wilayah Daerah 770.460.320 | 100% 9,403,525,320 | 100%

Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian

Kabupaten/Kota, yang memiliki Izin Mendirikan




Keteranga

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) / Keluaran Induk Perubahan n
dan Program / Kegiatan kegiatan (Output) R Target R Target
2 3 4 5 6 7 8

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat | Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan

Laik Fungsi Bangunan Gedung Gedung

Penyelenggaraan  Penerbitan ljin Mendirikan | Jumlah Rekomendasi Teknis Keandalan Bangunan 171.578.320,00 | 10 240,000,000 | 10 Rekomendasi

Bangunan (IMB), Serttifikat Laik Fungsi (SLF), | Gedung Rekomendasi

Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),

Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi

SIMBG

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan | Jumlah Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung 522.171.000,00 | 2 Paket 9,056,814,320 | 2 Paket

Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah | Negara

Kabupaten/Kota

Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung | Jumlah Layanan Bantuan Teknis Penyelenggaraan 76.711.000,00 | 12 Bulan 106,711,000 | 12 Bulan

Negara Daerah Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Negara

Program Pengembangan Jasa Konstruksi Persentase Regulasi Tata Ruang dan Pengendalian dan 120.100.894,00 | 100% 167,911,424 | 100%
pemberian informasi Tata Ruang yang dilaksanakan

Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib | Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang tunduk 120.100.894 | 100% 167,911,424 | 100%

Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa | terhadap peraturan yang berlaku

Konstruksi

Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib | Jumlah Kecamatan yang mengikuti kegiatan pembangunan 120.100.894,00 | 9 Kecamatan 167,911,424 | 9 Kecamatan

Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib

Konstruksi Pengelenggaraan, dan Tertib  Pemanfaatan Jasa
Konstruksi

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Regulasi Tata Ruang dan Pengendalian dan 454.122.416,00 | 100% 768,781,498 | 100%
pemberian informasi Tata Ruang yang dilaksanakan

Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang | Persentase Regulasi Tata Ruang 134.158.609 | 100% 176,745,619 | 100%

Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang

(RRTR)

Pelaksanaan  Persetujuan  Substansi, Evaluasi, | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, 113.336.457,00 | 1 Dokumen 148,982,749 | 1 Dokumen

Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW | Konsultasi  Evaluasi ~ dan  Penetapan =~ RTRW

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Pelaksanaan  Persetujuan  Substansi, Evaluasi, | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, 20.822.152,00 | 3 Dokumen 27,762,870 | 3 Dokumen

Konsultasi  Evaluasi dan Penetapan RRTR | Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi | Persentasi Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang 203.462.465 | 100% 350,235,593 | 100%

Perencanaan tata Ruang Daerah | selaras

Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan 46.184.305,00 | 1 Dokumen 165,025,740 | 1 Dokumen

Kabupaten/Kota RTRW Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan 157.278.160,00 | 3 Dokumen 185,209,853 | 3 Dokumen

Kabupaten/Kota RRTR Kabupaten/Kota




Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah
Kabupaten

116.501.342

241,800,286

Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Penataan Ruang pada setiap kecamatan

116.501.342,00

2 Dokumen

241,800,286 | 2 Dokumen




BAB II
PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Buleleng yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan
Misi Kepala Daerah, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Buleleng ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan umum
anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan
keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pemimpin manajemen dan
seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng, sehingga akan
diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

Demikian paparan kami, mengenai Program Rencana Kerja Perubahan Dinas dan Tata
Ruang Kabupaten Buleleng tahun 2023, semoga bisa kita cermati bersama bahwa
memberdayakan masyarakat bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga seluruh komponen
pembangunan termasuk masyarakat didalammya, untuk senantiasa bersama-sama mendukung
seluruh program dan kegiatan pemerintah melalui peran sertanya dalam pembangunan

Buleleng ke depan menuju Buleleng Smile dengan masyarakat yang adil dan sejahtera.

/.mmi 2022

NIP. 19746610 200003 1 009
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